
BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.775, 2022 BIN. Pedoman Kriteria Klasifikasi. Daerah. 

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA 

NOMOR 03 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI 

BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi intelijen di daerah 

perlu penyesuaian klasifikasi pembentukan dan 

perubahan Badan Intelijen di daerah dengan 

mempertimbangkan wilayah administrasi pemerintahan 

daerah dan tingkat ancaman, tantangan, hambatan, 

serta gangguan dari setiap daerah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor

014 Tahun 2008 tentang Pos Intelijen Wilayah dalam

Negeri Badan Intelijen Negara sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Pedoman

Kriteria dan Klasifikasi Badan Intelijen Negara di daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5249); 

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan 

Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 175); 

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang 

Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 171); 

4. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

83); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG 

PEDOMAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI BADAN INTELIJEN 

NEGARA DI DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan 

yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi 

nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan 

analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui 

metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini 

dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan 

penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan 

nasional. 
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2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang 

merupakan bagian integral dari sistem keamanan 

nasional yang memiliki wewenang untuk 

menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. 

3. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN 

adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi 

Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi 

Intelijen Negara. 

4. BIN di daerah yang selanjutnya disebut Binda adalah 

unit struktural BIN di provinsi yang merupakan 

penyelenggara fungsi Intelijen dan koordinator 

penyelenggara Intelijen Negara di daerah. 

5. Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pelaksana tugas dan fungsi Binda terkait koordinasi 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, serta 

koordinasi Intelijen di wilayah kabupaten/kota. 

6. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan 

tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 

yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan 

keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, 

politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan 

keamanan. 

 

BAB II 

KLASIFIKASI BINDA 

 

Pasal 2 

(1) Kepala BIN dapat membentuk Binda. 

(2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diklasifikasikan ke dalam: 

a. Binda kelas A; dan 

b. Binda kelas B. 
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Pasal 3 

(1) Binda kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf a mempunyai nilai mulai dari 78 (tujuh puluh 

delapan) sampai dengan 100 (seratus). 

(2) Binda kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf b mempunyai nilai kurang dari 78 (tujuh puluh 

delapan). 

 

Pasal 4 

(1) Binda diklasifikasikan berdasarkan penilaian 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap indikator yang terdiri atas: 

a. unsur utama; dan 

b. unsur penunjang. 

(3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

BAB III 

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN BINDA 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan Binda 

 

Pasal 5 

Pembentukan Binda harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. memenuhi nilai yang ditentukan berdasarkan klasifikasi 

Binda yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3;  

b. terdapat pembentukan atau pemekaran wilayah daerah 

provinsi;  

c. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan 

pemerintah daerah provinsi; dan 

d. peningkatan gangguan tingkat Ancaman pada 

masyarakat setiap tahunnya. 
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Pasal 6 

Pembentukan Binda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai 

berikut: 

a. telaah staf dan naskah akademik mengenai 

pembentukan Binda dan Koordinator Wilayah 

Kabupaten/Kota; 

b. peraturan perundang-undangan yang menetapkan 

mengenai pembentukan atau pemekaran wilayah 

administrasi pemerintahan daerah provinsi; 

c. laporan hasil studi kelayakan; 

d. surat keterangan status tanah; dan 

e. rencana tata ruang wilayah provinsi setempat. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan Perubahan Binda 

 

Paragraf Kesatu 

Kriteria Peningkatan Klasifikasi Binda 

 

Pasal 7  

Binda dapat ditingkatkan klasifikasinya dalam hal memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. memenuhi kategori nilai yang ditentukan berdasarkan 

klasifikasi Binda yang akan ditingkatkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3; 

b. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan 

pemerintah daerah provinsi; 

c. peningkatan Ancaman pada masyarakat setiap 

tahunnya; 

d. pertambahan jumlah penduduk; dan 

e. adanya peningkatan aktivitas masyarakat. 

 

Paragraf Kedua 

Kriteria Penurunan Klasifikasi Binda 
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Pasal 8 

Binda dapat diturunkan klasifikasinya dalam hal memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. nilai kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak 

tercapai;  

b. kebutuhan organisasi BIN untuk penyetaraan dengan 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;  

c. penurunan Ancaman pada masyarakat setiap tahunnya; 

dan 

d. jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berkurang. 

 

Paragraf Ketiga 

Syarat Perubahan Klasifikasi Binda 

 

Pasal 9 

Perubahan klasifikasi Binda harus dilengkapi dengan 

dokumen administrasi sebagai berikut: 

a. telaah staf dan naskah akademik mengenai perubahan 

Binda dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota; 

b. laporan hasil studi kelayakan; dan 

c. hasil evaluasi tim studi kelayakan. 

 

Pasal 10 

Dalam hal terjadi penurunan klasifikasi Binda selain 

melampirkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 sesuai dengan tingkatannya, juga harus 

dilengkapi dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh 

Kepala BIN. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Binda 

 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka pembentukan dan perubahan Binda 

kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di 

bidang organisasi BIN menyusun telaah staf dan naskah 

akademik dengan melibatkan unit kerja terkait. 
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(2) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengajukan usulan kepada Kepala BIN dengan 

melampirkan administrasi pendukung berupa telaah staf 

dan naskah akademik. 

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala BIN membentuk tim studi kelayakan yang 

melibatkan unit kerja terkait dengan keputusan Kepala 

BIN. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan 

studi kelayakan melalui: 

a. pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data 

awal dalam telaah staf yang dibuat kepala unit kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi 

faktual di daerah/lokasi yang dituangkan dalam 

formulir studi kelayakan; 

b. peninjauan lapangan tentang lokasi, lingkungan dan 

tingkat kerawanan, keamanan dan ketertiban 

masyarakat, serta kinerja Binda; 

c. pembuatan laporan hasil studi kelayakan dengan 

melampirkan formulir studi kelayakan dan 

dokumentasi; dan  

d. pembuatan rekomendasi pembentukan atau 

perubahan klasifikasi Binda. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan 

hasil studi kelayakan kepada Kepala BIN melalui 

Sekretaris Utama. 

(6) Format telaah staf, naskah akademik, formulir studi 

kelayakan, dan laporan hasil studi kelayakan 

pembentukan atau perubahan klasifikasi Binda 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 12 

(1) Sekretaris Utama melaporkan hasil dan rekomendasi dari 

tim studi kelayakan terkait pembentukan dan perubahan 

klasifikasi Binda kepada Kepala BIN. 
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(2) Sekretaris Utama dapat memberikan masukan terhadap 

hasil dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada Kepala BIN. 

(3) Berdasarkan hasil dan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan masukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala BIN: 

a. mengajukan usulan kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara untuk 

mendapatkan persetujuan; 

b. menetapkan pembentukan atau perubahan 

klasifikasi Binda dengan keputusan Kepala BIN 

setelah mendapat persetujuan dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara; 

c. mengukuhkan pembentukan atau perubahan 

klasifikasi Binda dilengkapi dengan berita acara 

yang ditandatangani oleh Kepala BIN atau pejabat 

yang ditunjuk. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Agustus 2022 

 

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA, 

 

ttd 

 

BUDI GUNAWAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Agustus 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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